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Abstract: Islamic inheritance law plays an important role in maintaining justice and preventing family
conflicts. However, in practice, communities still face confusion due to legal pluralism. This condition is also
found in Dusun Ill Panjatan, where inheritance distribution is still influenced by customary practices and
limited understanding. This community service activity employed a descriptive qualitative approach using
participatory legal education methods through interactive lectures, discussions, and evaluation using pre-
test and post-test. The results indicate a significant increase in community understanding regarding the
concepts, mechanisms, and principles of inheritance distribution according to Islamic law. In addition, there
is an increased legal awareness among the community to apply the principles of justice, deliberation, and the
settlement of the deceased’s obligations. Therefore, this activity is important in improving legal literacy and
promoting fair and Sharia-compliant inheritance distribution.
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Abstrak: Hukum waris Islam memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan mencegah konflik
keluarga, namun dalam praktiknya masyarakat masih menghadapi kebingungan akibat pluralisme hukum.
Kondisi ini juga ditemukan di Dusun lll Panjatan, di mana pembagian warisan masih dipengaruhi oleh adat
dan pemahaman yang terbatas. Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
dengan metode edukasi hukum partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, serta evaluasi pre-test dan
post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat secara signifikan terkait
konsep, mekanisme, dan prinsip pembagian warisan sesuai hukum Islam. Selain itu, terjadi peningkatan
kesadaran hukum masyarakat untuk menerapkan prinsip keadilan, musyawarah, dan penyelesaian
kewajiban pewaris. Dengan demikian, kegiatan ini penting dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat
serta mendorong pembagian warisan yang adil dan sesuai syariat.

Kata kunci: Hukum Waris Islam; Pengabdian Masyarakat; Edukasi Hukum; Pluralisme Hukum.

1. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu cabang hukum keluarga yang memiliki peran penting
dalam mengatur perpindahan harta, hak, dan kewajiban dari seseorang yang meninggal dunia
kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam perspektif hukum Islam, pengaturan mengenai waris
telah diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman dalam menjaga keadilan dan
ketertiban dalam pembagian harta peninggalan. Al-Quran dan Hadis menegaskan bahwa laki-laki dan
perempuan sama-sama memiliki hak atas harta peninggalan orang tua dan kerabatnya sesuai dengan
bagian yang telah ditetapkan (Siregar & Harahap, 2025). Dengan demikian, hukum waris tidak hanya
berfungsi sebagai mekanisme distribusi harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga
keharmonisan hubungan keluarga serta mencegah terjadinya konflik antar ahli waris.

Dalam praktik kehidupan masyarakat di Indonesia, penerapan hukum waris tidak terlepas dari
kondisi pluralisme hukum yang berlaku. Sistem hukum waris di Indonesia pada dasarnya terdiri dari
tiga sistem utama, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata (Asalim
dkk., 2024). Keberadaan pluralisme hukum tersebut seringkali menimbulkan kebingungan dalam
masyarakat mengenai sistem hukum yang seharusnya digunakan dalam pembagian harta warisan,
khususnya bagi masyarakat Muslim yang secara normatif menggunakan hukum waris Islam sebagai
pedoman dalam pembagian harta peninggalan (Wirawan dkk., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa
pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip hukum waris Islam masih perlu ditingkatkan
melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum yang sistematis.
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Kondisi tersebut juga ditemukan pada masyarakat di Dusun Il Panjatan, Kabupaten Kulon
Progo. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini beragama Islam dan memiliki struktur sosial yang
masih kuat berbasis keluarga besar. Dalam praktiknya, pembagian harta warisan sering dilakukan
berdasarkan kebiasaan keluarga atau praktik adat yang berkembang di masyarakat tanpa
mempertimbangkan secara utuh ketentuan hukum waris Islam. Selain itu, pemahaman mengenai
konsep dasar waris, seperti syarat pewarisan, kedudukan ahli waris, penyelesaian kewajiban pewaris,
serta batasan hibah dan wasiat, masih relatif terbatas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan
perbedaan persepsi dalam pembagian harta warisan yang pada akhirnya dapat memicu konflik dalam
keluarga.

Berdasarkan hasil identifikasi awal melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat dan
perangkat dusun, diketahui bahwa sebagian masyarakat belum memahami secara komprehensif
mengenai prinsip pembagian warisan menurut hukum Islam maupun posisi hukum waris Islam dalam
sistem hukum nasional. Di sisi lain, wilayah Dusun Il Panjatan memiliki potensi sosial yang cukup baik
untuk dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, antara lain adanya forum pertemuan
warga, kegiatan keagamaan rutin, serta dukungan dari tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh
dalam penyebaran informasi kepada warga. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana
untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai
penerapan hukum waris Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam kegiatan
pengabdian masyarakat ini adalah:

a. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Dusun Il Panjatan mengenai konsep dan prinsip
dasar hukum waris Islam di Indonesia?; serta

b. Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penerapan hukum waris Islam
dalam kehidupan sehari-hari?

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
Dusun Ill Panjatan mengenai konsep dasar hukum waris Islam, prinsip-prinsip pembagian warisan,
serta penerapannya dalam kehidupan keluarga. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk
memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai posisi hukum waris Islam dalam sistem hukum di
Indonesia. Terdapat beberapa kegiatan pengabdian serupa yang telah dilakukan. Pertama, kegiatan
sosialisasi pembagian waris di Kecamatan Sanana oleh Sukirman dkk tahun 2025. Kegiatan tersebut
menemukan bahwa sosialisasi pembagian waris dapat meningkatkan pemahaman hukum waris
Islam, kesadaran hak dan kewajiban, kemampuan menghitung waris, mendorong musyawarah
sengketa, dan mengoreksi kesalahpahaman konsep waris yang ada di masyarakat(Sukirman dkk.,
2025). Kedua, kegiatan Sosialisasi Hukum Waris Islam dan Pembagianya di Kelurahan Hadimulyo yang
dilakukan oleh Aziz dan Mahmudah tahun 2023. Sosialisasi tersebut menemukan bahwa kegiatan
tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris, meskipun masih
terbatas pada aspek teoritis(Aziz & Mahmudah, 2023). Ketiga, sosialisasi mekanisme penetapan ahli
waris secara islam di Kecamatan Padalarang oleh Wahyudi pada tahun 2025 yang menunjukkan
bahwa sosialisasi pembagian harta waris dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai
mekanisme penentuan ahli waris serta penyelesaian sengketa waris secara damai(Wahyudi, 2025).

Perbedaan pengabdian ini dengan pengabdian terdahulu terletak pada pendekatan yang lebih
komprehensif dan kontekstual. Pengabdian ini tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis,
tetapi juga mengintegrasikan pendekatan partisipatif melalui diskusi interaktif dan refleksi
pengalaman masyarakat terkait praktik pembagian warisan. Selain itu, kegiatan ini secara khusus
mengangkat isu pluralisme hukum waris di Indonesia sebagai konteks penting dalam memahami
penerapan hukum waris Islam di masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada
masyarakat mengenai peningkatan pemahaman penerapan hukum waris Islam di Dusun Ill Panjatan
menjadi penting untuk dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan literasi hukum masyarakat
sekaligus mencegah potensi konflik keluarga dalam pembagian harta warisan.
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2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
dengan model edukasi hukum partisipatif (participatory legal education). Pendekatan ini
menekankan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek hukum dalam memahami konsep dan
penerapan hukum waris Islam dalam kehidupan sehari-hari (Febrian & Rahmi, 2025). Metode ini
dipilih karena kegiatan pengabdian bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam serta mendorong kesadaran hukum masyarakat
dalam praktik pembagian harta warisan(Ahzar dkk., 2026).

Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan sasaran masyarakat yang terdiri dari
tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga yang berpotensi menjadi pihak dalam proses pewarisan
dalam keluarga. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara intensif melalui metode ceramah interaktif,
diskusi partisipatif, serta evaluasi pemahaman peserta mengenai materi hukum waris Islam. Materi
yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi pengertian waris, dasar hukum waris dalam Islam,
prinsip-prinsip pembagian warisan, serta penerapan hukum waris Islam dalam sistem hukum di
Indonesia sebagaimana tercermin dalam konsep pluralisme hukum waris. Terdapat dua tahap dalam
pelaksanaan kegaiatan pengabdian ini, antara lain:

1. Tahap Persiapan
Pada tahap persiapan dilakukan beberapa kegiatan awal sebagai berikut:
a. Analisis situasi awal masyarakat
Melakukan identifikasi kondisi awal Dusun Il Panjatan terkait tingkat pemahaman mengenai
hukum waris Islam melalui observasi dan komunikasi dengan tokoh masyarakat.
b. Penyusunan Instrumen Evaluasi Pemahaman Masyarakat

Menyusun instrumen survei sederhana berupa pertanyaan dasar mengenai konsep

pewarisan, kedudukan ahli waris, serta prinsip pembagian harta warisan dalam bentuk

pilihan ganda dan isian singkat. Instrumen ini disusun dalam bentuk kuesioner pre-test dan
post-test yang memiliki struktur yang sama agar dapat dilakukan perbandingan hasil secara
objektif. Pertanyaan dalam instrumen mencakup empat aspek utama, yaitu mengenai
pengetahuan hukum waris Islam, syarat dan mekanisme pewarisan, prinsip pembagian
warisan, serta perbedaan sistem hukum waris di Indonesia. Skala jawaban yang digunakan
terdiri atas kategori sangat mengetahui, mengetahui, ragu-ragu, dan tidak mengetahui.

c. Penyusunan Bahan Sosialisasi Hukum
Materi yang disiapkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah poster materi “Penerapan
Hukum Waris Islam dalam Kehidupan Masyarakat”.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui ceramah interaktif selama kurang lebih enam puluh menit

yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama masyarakat. Metode ini

bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus memberikan ruang kepada
masyarakat untuk menyampaikan pengalaman atau permasalahan yang berkaitan dengan
pembagian harta warisan.

b. Alat Ukur Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan metode pre-test dan post-test sederhana yang

diberikan kepada peserta sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi. Instrumen ini berisi

pertanyaan mengenai pengetahuan hukum waris Islam, syarat dan mekanisme pewarisan,

prinsip pembagian warisan, serta perbedaan sistem hukum waris di Indonesia. Pengumpulan

data dilakukan melalui pemberian pre-test sebelum kegiatan untuk mengetahui tingkat

pemahaman awal peserta, serta post-test setelah kegiatan untuk mengukur peningkatan

pemahaman. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap partisipasi

peserta serta melalui diskusi dan tanya jawab untuk menggali pemahaman secara kualitatif.
c. Indikator Keberhasilan Kegiatan
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Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, vyaitu: peserta
memahami konsep dasar hukum waris Islam, prinsip-prinsip pembagian warisan dalam Islam,
serta memahami perbedaan antara hukum waris Islam, adat, dan perdata di Indonesia.
Kemudian, Pengukuran tingkat ketercapaian kegiatan pengabdian dilakukan secara deskriptif dan
kualitatif, dengan indikator sebagai berikut:
1. Peningkatan Pengetahuan Peserta
Diukur melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test untuk melihat peningkatan pemahaman
peserta mengenai konsep hukum waris Islam. Data hasil pre-test dan post-test dianalisis secara
deskriptif dengan cara mengelompokkan jawaban peserta ke dalam kategori tingkat
pemahaman, kemudian membandingkan jumlah responden pada masing-masing kategori
sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk table, diagram, dan uraian
naratif untuk menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta.
2. Partisipasi dan Keterlibatan Peserta
Dilihat dari tingkat keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi, bertanya, serta
memberikan tanggapan selama diskusi berlangsung.
3. Perubahan Sikap dan Kesadaran Hukum Masyarakat
Dapat dilihat dari respons peserta terhadap pentingnya penerapan hukum waris Islam dalam
pembagian harta warisan serta kesediaan untuk menerapkan prinsip tersebut dalam kehidupan
keluarga.
4. Refleksi dan Umpan Balik Peserta
Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan pengalaman mereka terkait
pembagian warisan di lingkungan keluarga sebagai bentuk refleksi terhadap materi yang telah
disampaikan. Data kualitatif dari refleksi dan diskusi peserta dianalisis dengan cara
mengelompokkan tema-tema utama yang muncul, kemudian ditarik kesimpulan untuk
menggambarkan perubahan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat setelah kegiatan
berlangsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi dan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Maret 2026 di Masjid
Al Khasbani, Dusun lll, Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah tersebut memiliki karakter sosial-agama-budaya yang kuat,
ditandai dengan sebagian besar masyarakatnya yang menganut dan mengamalkan nilai-nilai dalam
agama Islam, namun tetap melaksanakan pranata-pranata budaya Jawa, seperti merti dusun dan
nyadran. Hal ini tentunya menimbulkan potensi permasalahan dalam hal pembagian waris karena
adanya perbedaan antara ketentuan hukum waris Islam (faraidh) dengan praktik pembagian waris
secara adat yang masih berkembang di masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan
ketidaksesuaian, kesalahpahaman, maupun konflik antar ahli waris. Kegiatan ini diikuti oleh 75
peserta yang terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga masyarakat. Tema yang
diangkat, yaitu “Penerapan Hukum Waris Islam dalam Kehidupan Masyarakat”, bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip hukum waris Islam, memberikan
edukasi terkait tata cara pembagian waris yang sesuai dengan syariat, serta mendorong terciptanya
penyelesaian pembagian waris yang adil, transparan, dan minim konflik di tengah masyarakat.

E-ISSN: 2774-6240 1224



JURNAL ALTIFANI Vol. 6, No. 3 - Mel 2026, Hal. 1221-1231
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DOI: 10.59395/altifani.v6i3.1157

emHotels @ Thingstodo | @ Transit © P Perking [ Pharmacies F < ATMs = @
7= Sl Lo
= AP

abad) SRR

- Ngepos Panjatarn

Google Maps.
A, b e ks

Gambar 1. Lokasi Pengabdian Masyarakat

B. Partisipasi dan Respons Masyarakat
Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengabdian ini tergolong sangat tinggi. Hal ini
terlihat dari hampir semua peserta yang hadir, mengikuti kegiatan hingga selesai. Peserta
menunjukkan antusiasme yang kuat selama kegiatan berlangsung, khususnya pada sesi diskusi
interaktif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan serta keterlibatan aktif
peserta dalam menyampaikan pengalaman pribadi terkait praktik pembagian harta warisan di
lingkungan keluarga mereka. Dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, diperoleh beberapa
hasil konkret yang menggambarkan peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat,
antara lain:
1) Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penerapan hukum waris Islam
dalam pembagian harta warisan untuk mencegah konflik keluarga.
2) Munculnya kesadaran dan komitmen dari masyarakat untuk mengedepankan musyawarah dan
prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

b
Gambar 2. Sesi Pemaparan Materi Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan hasil diskusi yang dilaksanakan bersama masyarakat Dusun Il Panjatan di
Masjid Al-Khasbani, diperoleh gambaran bahwa pada tahap awal sebagian besar peserta belum
memiliki pemahaman yang utuh mengenai konsep hukum waris Islam, termasuk pihak-pihak yang
berhak dan tidak berhak untuk mewaris, konsep hijab-mahjub, serta mekanisme pembagian harta
warisan. Meskipun sebagian masyarakat telah mengetahui bahwa terdapat pengaturan tentang waris
dalam Al-Qur’an dan Hadis, namun masyarakat masih memiliki pandangan bahwa pembagian harta
waris sebagai urusan keluarga semata yang dapat diselesaikan berdasarkan otoritas pembagian dari
pewaris serta kelaziman yang ada di masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat juga cenderung
mencampurkan praktik hukum waris Islam dengan ketentuan hukum adat setempat sehingga
menimbulkan ketidaksesuaian dalam pembagian harta warisan. Kurangnya pemahaman mengenai
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batasan kewajiban penyelesaian utang pewaris, batasan hibah dan wasiat, serta pemisahan harta
bersama (gono-gini) sebelum pembagian warisan juga menjadi temuan penting dalam kegiatan
pengabdian ini.

Setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini, terjadi perubahan pemahaman yang cukup
signifikan di kalangan peserta. Masyarakat mulai memahami bahwa hukum waris Islam memiliki
ketentuan yang jelas dan sistematis dalam mengatur pembagian harta warisan, termasuk prinsip
keadilan, hak masing-masing ahli waris, serta pentingnya menyelesaikan kewajiban pewaris sebelum
dilakukan pembagian harta. Peserta juga mulai menyadari bahwa penerapan hukum waris Islam
dapat menjadi solusi untuk mencegah konflik keluarga yang sering terjadi akibat pembagian warisan
yang tidak adil. Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan
kesadaran hukum masyarakat, dari yang sebelumnya kurang memahami konsep hukum waris Islam
menjadi lebih memahami prinsip dasar dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu,
faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pembagian warisan di masyarakat antara lain adalah tradisi
keluarga, pengaruh adat lokal, tingkat pendidikan, serta minimnya akses terhadap edukasi hukum
(Ritonga & Ritonga, 2024).

Sebagai bagian dari kegiatan pengabdian, penggunaan media edukasi berupa poster materi
“Penerapan Hukum Waris Islam dalam Kehidupan Masyarakat” juga memberikan kontribusi positif
dalam meningkatkan pemahaman peserta. Media visual tersebut mempermudah masyarakat dalam
memahami konsep-konsep dasar waris secara lebih sederhana dan sistematis sehingga materi yang
disampaikan dapat diterima dengan lebih baik. Poster disusun dengan bahasa yang ringkas serta
ilustrasi sederhana yang membantu peserta dalam mengingat kembali materi yang telah
disampaikan selama sosialisasi. Selain digunakan saat kegiatan berlangsung, poster tersebut juga
dibagikan dan ditempatkan di lingkungan masyarakat sehingga dapat dibaca ulang oleh peserta
setelah kegiatan selesai. Berdasarkan hasil observasi dan umpan balik peserta, beberapa masyarakat
menyatakan bahwa poster tersebut membantu mereka dalam mengulang kembali pemahaman
secara mandiri, terutama ketika menghadapi situasi pembagian warisan di kemudian hari. Dengan
demikian, poster tidak hanya berfungsi sebagai media pendukung saat penyampaian materi, tetapi
juga sebagai sarana edukasi berkelanjutan yang memperkuat pemahaman dan retensi informasi
masyarakat.
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Gambar 3. Poster Media dalam Pengabdian Masyarakat

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai hukum waris Islam, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih baik
dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam upaya mewujudkan pembagian harta warisan
yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

E-ISSN: 2774-6240 1226



JURNAL ALTIFANI Vol. 6, No. 3 - Mel 2026, Hal. 1221-1231

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

DOI: 10.59395/altifani.v6i3.1157

HASIL PRE-TEST

PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

SANGAT MENGETAHUI = Bl TIDAK MENGETAHUI

Gambar 4. Diagram Hasil Pre-Test

Berdasarkan data yang diperoleh, hasil Pre-Test menunjukkan gambaran awal tingkat

pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Pengetahuan Hukum Waris Islam

Kategori mengetahui pada data tersebut diperoleh sejumlah 36 orang, sementara 6 orang tidak
mengetahui, 5 orang ragu-ragu, dan 28 orang sangat mengetahui. Pada aspek ini, sebagian
peserta berada pada kategori mengetahui, namun masih terdapat peserta yang tidak
mengetahui serta hanya sebagian kecil yang sangat mengetahui. Hal ini menunjukkan bahwa
pemahaman masyarakat mengenai definisi, dasar hukum, dan konsep umum waris Islam masih
terbatas dan belum mendalam.

Syarat dan Mekanisme Pewarisan

Kategori mengetahui pada data tersebut diperoleh sejumlah 39 orang, sementara 5 orang tidak
mengetahui, 4 orang ragu-ragu, dan 27 orang sangat mengetahui. Pada aspek ini, mayoritas
peserta berada pada kategori mengetahui, namun masih ditemukan peserta yang belum
memahami secara jelas mengenai syarat pewarisan, seperti keberadaan pewaris, ahli waris, dan
harta warisan. Pemahaman peserta masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek teknis
pewarisan.

Prinsip Pembagian Warisan

Kategori mengetahui pada data tersebut diperoleh sejumlah 39 orang, sementara 15 orang tidak
mengetahui, 13 orang ragu-ragu, dan 8 orang sangat mengetahui. Sebagian besar peserta telah
mengetahui bahwa pembagian warisan harus dilakukan secara adil, namun belum memahami
secara komprehensif mengenai ketentuan bagian ahli waris dalam hukum Islam. Hal ini
menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih dipengaruhi oleh praktik adat atau
kebiasaan keluarga.

Perbedaan Sistem Hukum Waris

Kategori mengetahui pada data tersebut diperoleh sejumlah 31 orang, sementara 13 orang tidak
mengetahui, 11 orang ragu-ragu, dan 20 orang sangat mengetahui. Pada aspek ini, pemahaman
peserta relatif rendah. Sebagian peserta belum mampu membedakan antara hukum waris Islam,
hukum adat, dan hukum perdata. Hal ini menunjukkan adanya kebingungan dalam memahami
pluralisme hukum waris yang berlaku di Indonesia.

HASIL POST-TEST

PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
0
s0
a0
30

20

‘ o
& <

SANOAT MENGETAHUI B MENOETAHUI RAGU-RAGU Bl TIOAK MENGETAHUI

Gambar 5. Diagram Hasil Post-Test
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Hasil Post-Test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan setelah

pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Pengetahuan Hukum Waris Islam

Kategori sangat mengetahui pada data post-test tersebut diperoleh sejumlah 52 orang,
sementara 23 orang mengetahui, dan tidak terdapat responden yang ragu-ragu maupun tidak
mengetahui. Setelah kegiatan pengabdian, mayoritas peserta berada pada kategori sangat
mengetahui. Peserta tidak hanya memahami pengertian waris, tetapi juga mampu menjelaskan
dasar hukum waris Islam dengan lebih baik. Tidak ditemukan lagi peserta yang berada pada
kategori tidak mengetahui.

Syarat dan Mekanisme Pewarisan

Kategori sangat mengetahui pada data tersebut diperoleh sejumlah 54 orang, sementara 21
orang mengetahui, dan tidak terdapat responden yang ragu-ragu maupun tidak mengetahui.
Pemahaman peserta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peserta mulai memahami
secara sistematis mengenai syarat pewarisan, termasuk pentingnya penyelesaian kewajiban
pewaris sebelum pembagian harta dilakukan. Sebagian besar peserta berada pada kategori
sangat mengetahui.

Prinsip Pembagian Warisan

Kategori mengetahui pada data tersebut diperoleh sejumlah 41 orang, sementara 33 orang
sangat mengetahui, 1 orang ragu-ragu, dan tidak terdapat responden yang tidak mengetahui.
Setelah sosialisasi, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang lebih mendalam terkait
prinsip pembagian warisan dalam Islam. Peserta mulai memahami konsep keadilan dalam
pembagian warisan serta ketentuan bagian ahli waris sesuai syariat.

Perbedaan Sistem Hukum Waris

Kategori sangat mengetahui diperoleh 38 orang dan mengetahui pada data tersebut diperoleh
sejumlah 37 orang, serta tidak terdapat responden yang ragu-ragu maupun tidak mengetahui.
Peserta mulai mampu membedakan antara hukum waris Islam, adat, dan perdata. Sebagian
besar peserta berada pada kategori mengetahui hingga sangat mengetahui, yang menunjukkan
adanya peningkatan literasi hukum dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

Apabila hasil pre-test dan post-test dibandingkan dan disajikan dalam bentuk tabel, maka

hasilnya dapat terlihat sebagai berikut:

No Aspek Materi Kategori Pre-Test Post-Test
1. Pengetahuan Hukum Waris Islam  Sangat mengetahui 28 52
Mengetahui 36 23
Ragu-ragu 5 0
Tidak mengetahui 6 0
2. Syarat & Mekanisme Pewarisan Sangat mengetahui 27 54
Mengetahui 39 21
Ragu-ragu 4 0
Tidak mengetahui 5 0
3. Prinsip Pembagian Warisan Sangat mengetahui 8 33
Mengetahui 39 41
Ragu-ragu 13 1
Tidak mengetahui 15 0
4.  Perbedaan Sistem Hukum Waris Sangat mengetahui 20 38
Mengetahui 31 37
Ragu-ragu 11 0
Tidak mengetahui 13 0

Gambar 6. Tabel Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test

Secara keseluruhan, hasil Pre-Test dan Post-Test menunjukkan adanya peningkatan yang

signifikan dalam pemahaman masyarakat. Sebelum kegiatan, pemahaman masyarakat masih bersifat
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umum dan dipengaruhi oleh praktik adat. Setelah kegiatan, masyarakat memiliki pemahaman yang
lebih sistematis dan selaras dengan ketentuan hukum waris Islam. Peningkatan ini juga menunjukkan
bahwa metode edukasi hukum partisipatif yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini efektif
dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran hukum masyarakat dalam
penerapan hukum waris Islam dalam kehidupan sehari-hari.

C. Mekanisme Penyelesaian Waris Menurut Hukum Islam

OLEH:
PROGRAM STUDIST HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAK PKU SU

Masjid Alhaabon
Dusun  Parjatan

Pengabdian ini membahas mengenai penerapan hukum waris Islam dalam kehidupan
masyarakat serta pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembagian harta waris. Substansi
pengabdian ini terdiri atas:

1) Prinsip Dasar Hukum Waris Islam
Dalam penerapan hukum waris Islam, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami
oleh masyarakat sebagai landasan dalam pembagian harta warisan. Hukum waris Islam mengatur
perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris secara sistematis berdasarkan ketentuan
syariat(Putro & Wibowo, 2024). Adapun prinsip-prinsip tersebut, antara lain:
a. Adanya tiga unsur utama dalam pewarisan, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan.
b. Peralihan harta waris hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia(Purba dkk., 2025).
c. Penyelesaian kewajiban pewaris, seperti utang dan wasiat, harus didahulukan sebelum
pembagian harta(Rahmawati, 2024).
d. Adanya ketentuan bagian masing-masing ahli waris yang telah diatur secara jelas dalam hukum
Islam(Tualeka & Mukhlas, 2023).

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam

pembagian harta warisan serta mencegah terjadinya konflik antar anggota keluarga.

2) Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia
Penerapan hukum waris tidak terlepas dari pluralisme hukum yang ada. Terdapat tiga sistem

hukum waris yang dikenal di Indonesia, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris
perdata (Abidin dkk., 2024). Hukum waris Islam berlaku terhadap pembagian harta waris yang
pewarisnya beragama Islam (Daulay dkk., 2022). Dalam praktiknya, masyarakat seringkali
mencampurkan ketiga sistem hukum tersebut sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dalam
pembagian harta warisan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami mekanisme
penerapan hukum waris Islam agar dapat digunakan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Selain
itu, mekanisme penerapan hukum waris Islam dalam masyarakat dapat dilakukan melalui:
a. Musyawarah antar ahli waris untuk mencapai kesepakatan pembagian warisan setelah para ahli

waris mengetahui bagian warisannya sesuai hukum Islam (Lhokweng, 2024).

Konsultasi dengan tokoh agama atau pihak yang memahami hukum waris Islam.
c. Penyelesaian melalui lembaga peradilan agama apabila terjadi sengketa warisan(Yustini, 2024).

3) Permasalahan Dalam Praktik Pembagian Harta Waris di Masyarakat
Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, ditemukan beberapa permasalahan yang umum terjadi
dalam praktik pembagian warisan di masyarakat, antara lain:
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a. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar hukum waris Islam.
Adanya pengaruh kuat praktik adat dalam pembagian harta warisan.
c. Kurangnya pemahaman mengenai kewajiban pewaris, seperti pelunasan utang sebelum
pembagian harta.
d. Ketidaktahuan masyarakat mengenai bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan syariat.
Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di masyarakat masih
belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam sehingga berpotensi menimbulkan
konflik keluarga.

4) Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat
Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dilakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam. Upaya tersebut meliputi:
a. Penyampaian materi edukasi mengenai konsep dasar hukum waris Islam.
b. Diskusi interaktif untuk membahas permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait pembagian
warisan.
c. Penyediaan media edukasi berupa poster untuk mempermudah pemahaman masyarakat.
d. Pemberian contoh kasus sederhana untuk membantu masyarakat memahami penerapan hukum
waris secara praktis.
Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat, baik
dari aspek pengetahuan maupun kesadaran hukum.

Secara umum, hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan,
pemahaman masyarakat masih bersifat umum dan dipengaruhi oleh kebiasaan adat. Namun, setelah
kegiatan pengabdian dilakukan, masyarakat mulai memahami bahwa hukum waris Islam memiliki
ketentuan yang jelas, sistematis, dan dapat menjadi solusi dalam mewujudkan pembagian harta
warisan yang adil.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan bagi masyarakat Dusun |l
Panjatan menunjukkan bahwa pada tahap awal, pemahaman masyarakat mengenai hukum waris
Islam masih terbatas dan cenderung dipengaruhi oleh praktik adat serta kebiasaan keluarga. Kondisi
pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia turut memperkuat terjadinya pencampuran antara
hukum waris Islam, adat, dan perdata dalam praktik pembagian harta warisan. Setelah kegiatan
pengabdian dilakukan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan, baik dari aspek pengetahuan
maupun kesadaran hukum masyarakat. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan bahwa peserta
lebih memahami konsep dasar, mekanisme, dan prinsip pembagian warisan sesuai hukum Islam.
Masyarakat juga mulai menyadari pentingnya keadilan, musyawarah, dan penyelesaian kewajiban
pewaris sebelum pembagian harta. Selain itu, kegiatan ini berhasil mendorong masyarakat untuk
menerapkan hukum waris Islam secara lebih tepat sehingga dapat meminimalkan konflik dan
menciptakan pembagian warisan yang lebih adil.
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